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KEPUTUSAN

XEPALII DINAS PEITAITAtrAJT MODAL DAN PELIIYAI{AN TERPADU

SATU PIITTU KABT'PATEI{ TALIIITG

NOMOR I tAA.4l a7 rcEPl3,S.O7.L22l2U2O

TEI{TA.!TG

TIU RETORMASI BIROKRASI DI LIITGXI,IIGAN DII{AII PENAITAUAI| UODAL

DAN PELIIYAITAIT TERPAI'U SATU PIITTU XABI'PATEN MALIING

XEPALII DIITAS PEITAIfA,UA.IT TODAL DAJ| PELIIYANAI{ TERPAI'U

SATU PIITTU KABUPATEI{ MAI,A![G,

Menimbang a bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan

reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan

birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas,

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta

peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;

bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi,

maka diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;

b

c

1.

2.

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang.Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

Mengingat
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubalian Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2Ol4 tettang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2OLO-2O25;

6. Keputrrsan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi

Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2OlO tentang

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2010;

8. Instruksi Presialen Nornor 2 Tahun 2O 14 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9. Peraturain Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014

tentarRg Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Inslansi

Pemerintah;

10. Perattlran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015

tentang Roadmap Refornasi Bit'okrasi 2Ol5-2O19;

11. Peraturan Bupati Malang Nomor 5O Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Trigas dan F-ttngsi serta

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAI{

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagal yang tidak terpisahkan elari

Keputusan ini.

KESATU
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KETIGA

Salinan Keputusan ini disampaikan

Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;

T\rgas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU adalah:

1. menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman

Moda-l dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Malang;

2. memantau dan mengevaluasi kemqjuan pelaksanaan

Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

3. melaporkan secara berkala kemajuan Pelaksanaan

Pembangunan Reformasi Birokrasi kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Malang.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 2 Januari 2020

DINAS PENANAMAN MODAL

TERPAI)U SATU PINTU

G,

HUTAGALUNG

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;

3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah

Kabupaten Malang.

PfuYrir,l0A,,1r00[
fl)flu
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MALANG
NOMOR I t88l 2x 1KEPl35.07.122/2O2O
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAL,ANG

SUSUI{AN KEA"ITGKX)TAAN

TIIII R"EIIORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PEI{ANAJ}IAN MODAL

DAN PEL/TYANAN TERPADU SATU PII{TU KABUPATEN MALIING

NO JABATAN DALAIU TIM JABATAN DALI\M I(EDINASAN

1 2 3

I

2

3

Ketua

Sekretaris

Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

1. Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi
Penanaman Modal;

2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;

3. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Pembangunan dan Kemasyarakatan;

4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Perekonomian dan Sosial Budaya;

5. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal;

6. Kepala Seksi Penggalian dan Pemetaan
Potensi Penanaman Modal;

7. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama
Penanaman Modal;

8. Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal;

9. Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal;

10. Kepala Seksi Pengolahan Data dan
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman
Modal;

I 1. Kepala Seksi Informasi dan Sosialisasi
Pembangunan dan Kemasyarakatan;
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1 2 3

12. Kepala Seksi Verifikasi Pembangunan dan
Kemasyarakatan;

13. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
Pembangunan dan Kemasyaralatan;

14. Kepa1a Seksi Informasi dan Sosialisasi
Perekonomian dan Sosial Budaya;

15. Kepala Seksi Verifrkasi Perekonomian dan
Sosial Budaya;

16. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan
Perekonomian dan Sosial Budaya;

17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

18. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;

19. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN

G,

0riTOOAI.
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